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Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;

. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia

yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana
yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;

. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan
masyarakat yang kurang mampu;

. bahwa upaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat perlu terus

ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya
guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, ¢, dan d, perlu
dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34

Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998

tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan
Negara,

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim
yang berkewajiban menunaikan zakat.

4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.

6. Manteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan
zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan
pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan amil zakat.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
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Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan
kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945,

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntutan agama;

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB Il
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk
oleh pemerintah.

(2) Pembentukan badan amil zakat:
a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah
departemen agama propinsi;

c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas
usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;

d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama
kecamatan.

(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang
bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

(1) Lembaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh
pemerintah.

(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
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Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga
amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil
zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja
badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Harta yang dikenai zakat adalah;
a. emas, perak, dan uang;
b. perdagangan dan perusahaan;
c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
d. hasil pertambangan;
e. hasil peternakan;
f. hasil pendapatan dan jasa;
g. rikaz.

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya
ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara
mnerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan
muzakKi.
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(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam
pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas
permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq,
shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban
zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat
meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat
memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga
amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari
wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat
ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai
dengan ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahiqg dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang
produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan
menteri.
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Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk
usaha yang produktif.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan
oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur
pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat
dan lembaga amil zakat.

BAB VII
SANKSI
Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau
mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadagah, hibah,
wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan
pelanggaran.
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(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat
yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETNTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan
zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan
Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil
zakat nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional
badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan
zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau
belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-
undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib
menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara
Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa
melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual,
antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mancakup terciptanya
suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan
hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan
bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain
dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu
untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.
Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang
dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh
masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan
menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara
profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahig, dan pengelola zakat. Untuk
maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang
berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,
kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan
penata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya
hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq,
shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi
muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan
usaha.
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Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang
ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas
ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum
terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan
dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam
rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat
mustahig, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya
untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia
yang berada atau yang menetap baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan
agama.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang
diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang
berkedudukan di ibu kota Negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil
zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan
kecamatan.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
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Huruf d
Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa
atau di kelurahan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh
masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu,
antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan
berintegritas tinggi.

Ayat (5)
Usaha pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum
cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.
Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit
pendistribusi, dan unit lain yang sesuai dengan kebutuhan.
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit
pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7
Ayat (1)
Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil
zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada
bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang
ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada
hari raya Idul Fitri.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya.
Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus
dikeluarkan.
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama
dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan
rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif
melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat
adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah
selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang
kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat,
untuk kemaslahatan umum:;

Shadagah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang
dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga
amil zakat;

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat
atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat
meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-
utangnya, jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan
kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar

wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan
pajak. Kendaraan membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Mustahigq delapan ashanaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim,
sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-
orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang
jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pokok pesantren, anak
terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban
bencana alam.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Pendayagunaan infag, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan
untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengadministrasian  keuangannya dipisahkan dari  pengadministrasian
keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Peran serta mesyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a. memperoleh informasi tentang Pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan
amil zakat dan lembaga amil zakat;

b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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amil zakat;
c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan
instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil
Zakat, Infag dan Shadagah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat,
Infaq dan Shadagah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan
Shadagah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

Mengingat

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;

bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang
mampu sesuai dengan syariat Islam;

bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat
harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat;

: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat
untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.



5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang
dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya
operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.
Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

uang dan surat berharga lainnya;

perniagaan;

pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

peternakan dan perikanan:

pertambangan;

perindustrian;

pendapatan dan jasa; dan
i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh
muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai
dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat
fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB I
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara
nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden
melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan)
orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama,
tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/
instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

Pasal 10
(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.



(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 paling sedikit harus:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertakwa kepada Allah SWT;

berakhlak mulia;

berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

tidak menjadi anggota partai politik;

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

habis masa jabatan;

mengundurkan diri;

tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
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Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul
bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS
provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi
BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.



Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan
atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi
persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial;
berbentuk lembaga berbadan hukum;
mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
memiliki pengawas syariat;
memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan
kegiatannya;
bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
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Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,
pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB Il
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas
kewajiban zakatnya.



(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta
bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari
penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang
penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala
prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir
miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan
dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembukuan tersendiri.



Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan
pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah
secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara
berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media
elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi,
LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34



(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi,
sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS
dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan
LAZ; dan
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS
dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat
(1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
C. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIl
LARANGAN
Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual,
dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang
ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan,
pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.



BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat
sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan
kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap
menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini
sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang
telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi
sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya
kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku
dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5
(lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan
tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45



Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian
zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan,
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang
diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS
kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan
lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila
kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan
dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan
pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak
Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PASAL DEMI PASAL



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat
dipercaya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan
untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam
pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat
terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi" adalah pengelolaan zakat
dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat
dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam
yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang
berbadan hukum seperti perseroan terbatas.
Ayat (4)



Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota
dapat menggunakan istilah baitul mal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "usaha produktif® adalah usaha yang mampu
meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber
daya manusia.

Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255
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BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH BUN

Nomor : 369 / SK-UPZ / BAZNAS-TB /V/ 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA DESA DWI MARGA UTAMA SUNGAI LOBAN

PERIODE 2020-2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang

a. Bahwa zakat, infag, dan shadagah sebagai sumber kekuatan ekc
yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan
hendaknya mampu dikelola dan diberdayakan secara maksimal.

B. Bahwa sikap profesionalisme, amanah dan akuntabel s
mempengaruhi kinerja pengumpul zakat, infaq, dan shadagah c
memberikan pelayanan kepada muzakki maupun mustabhiq.

C. Bahwa dalam menjalankan tugas pengumpulan zakat, infaq
shadagah di unit kerja masing-masing, perlu ada payung se
bentuk legalitas formal yang ditetapkan dengan surat keputusan E
Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;

Memperhatikan :

Menetapkan :

Kesatu

Kedua

2. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tel
pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 te|
pengelolaan zakat.

3. Peraturan badan amil zakat nasional nomor 03 tahun 2014 te
organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan E
Amil Zakat nasional kabupaten/kota.

4. Keputusan bupati tanah bumbu nomor 188.46/185/kesra/2016 te
penunjukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 1
Bumbu periode 2016-2021. .

Usulan UPZ Musholla Miftahul Huda Desa Dwi Marga Utama S
Loban tanggal 21 Mei 2020 tentang Susunan Pengurus UPZ Mus
Miftahul Huda Desa Dwi Marga Utama Sungai Loban Kabupaten T
Bumbu.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAz
KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUI
ZAKAT (UPZ) MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA DESA DWI MARGA UT
SUNGAI LOBAN PERIODE TAHUN 2020-2023

: Menetapkan nama-nama pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mus

Miftahul Huda Desa Dwi Marga Utama Sungai Loban Periode Tahun
2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Unit Pengumpul Zakat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan :
infag, dan shadagah secara professional, amanah dan akuntabel;



3. Memberikan pelayanan terbaik kepada Muzakki dan Mustahiq t
zakat, infag dan shadagah maupun informasi lainnya
berhubungan dengan hal tersebut;

4. Berdasarkan hasil kesepakatan dan dalam kondisi tertentu
Musholla Miftahul Huda Desa Dwi Marga Utama Sungai Loban
menyalurkan hasil pengumpulan zakat mal/Profesi dan Infag/shac
dengan tetap melaporkan hasil pendistribusianya kepada Badan
Zakat Nasional Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan ay
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perb
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bumbu
21 Mei 2020
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BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Lampiran  : Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Bum
Nomor : 369 / SK-UPZ / BAZNAS-TB /V / 2020

Tentang Pengesahan Susuanan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mushc
Miftahul Huda Desa Dwi Marga Utama Sungai Loban . Masa Bakti 2020-2

Tentang :
SUSUNAN PENGURUS
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA DESA DWI MARGA UTAMA SUNGAI LOBAN
TAHUN 1441 H/ 2020 M s/d 1444 H/2023 M

.  Pengurus
Ketua : Ruwadi
Sekretaris : Sarmono
Bendahara : Umar Supriono

. Anggota Penerima Zakat

1. Anggota : Anis Arifin
2. Anggota : Supadi

3. Anggota : Surachman
4  Anggota : Ruwadi

5  Anggota ; Sugiyadi

N 'L»\Kﬁgw Kabupaten Tanah Bumbu

-y



UndlnsRIN 20 Tahun 2003 tentang Sistem e :
. _Undang RI No. 12 Tahun 2012 ‘};mns Shmr:didﬂm :
erpres RI No. 017 Jniversitas Islam Negeri Antasari, .
Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Organisasi dnn'l'ail, orja |

Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang ,
Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasarl Banjam

Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag Rl No. E/176/2000 tentang Program Pasc a

Antasari, "
Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013

Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister JAIN Antasari Banjarma
Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019,
Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

iz  Pertama . Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. Sebagai Pembimbing Proposal Tesis a.n. Gajali
ety Rahman/NIM. 170211040139 dengan Judul “Relevansi Kewenangan Pengelolaan Zakat dalam Undang-

s Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Prinsip-prinsip Maqosidu al Syariah”
dalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis,

1) ; ~ Kedua - Tugas Pembimbing a
e Ketiga - Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku,
- Keempat . Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin
[N Tahun 2019;
.';1.’ Kelima . Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
S |. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana
| mestinya.
. Keenam . Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2018/2019 dan diperpanjang kembali pada semester
': N berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif
) Ditetapkan di . Banjarmasin,
Pada tanggal - 9 Juli 2019
an. Rektor

Direktur,

Dipindai dengan CamScanner



Kedua
Ketiga
Keempat

Kelima

Keenam

. Mengangkat Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.1. dan Dr. Budl Rahmat Hakim, M.H.I. Sebagai Pembimbi

"ahun 2017 tentang :
: KepummMm«iAmNo 201’ahun 2017

Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 ter

Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor

Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN
Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahln:
Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Tesis a.n. Gajali Rahman/NIM.170211040139 dengan judul: “Kewenangan Pengelolaan Zakat (Perspektif
Magqasid Asy-Syariah)”.

. Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penuhsan tesis;

. Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku; |

: Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Baan |
Tahun 2019, :

. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini berlaku pada semester ganjil 2019/2020 dan diperpanjang kembali pada s
berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.

Ditetapkan di . Banjarmasin,
Pada tanggal : 12 Agustus 2019

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
\/ PASCASARJANA
UIN UNIT PENJAMINAN MUTU

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 83/Un.14/1IV/UPM-BP/05/2020

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Quetext pada alamat https://www.quetext.com/, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis

oleh

nama : Gajali Rahman

NIM : 170211040139

Jenjang / Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Kewenangan Pengelolaan Zakat Perspektif Magasid Al -Syariah

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari
di alamat http://idr.uin-antasari.ac.id/

Banjarmasin, 22 Mei 2020
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diucapkan terima kasih.
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Gajali rabman

Alnbio, 15 Maret 1982

170211040139

Laki-Laki

§-2 Hukum Ekonomi Syariah

V (lima)

Jl.Padat Karya RT.61 RW.03, Kecamatan Bm;msh
Kelurahan Sungai Andai, Kota Bamarmasm

akan melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka mancari ata |
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